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ABSTRACT 
  

 

Muhammad Hendra Pranata. 201610115016. Execution of Examination with a Fast 

Inspection Process Against Criminal Acts of Selling Liquor Based on the Criminal Law Code. 

 

The unsynchronization and legal disharmony in applicable regulations in the regions (regional 

regulations) especially in Article 9 paragraph (1) of Pati Regency Regulation Number 22 of 

2002 Concerning Liquor both vertically against genaral rules, such as Article 204 of the 

Criminal Code concerning liquor, so that the provisions on selling liquors which is regulated 

in Indonesian law are vague or unclear in the category of criminal offenses or crimes as 

regulated in article 204 of the Criminal Code. This thesis has 2 problem formulations that are; 

how is law enforcement for criminal acts against alcoholic drug sales cases? and whether the 

criminal investigation process Case Number: 15 / Pid C / 2019 / PN Pti is in accordance with 

the procedural law stipulated in the Criminal Law Code? 

The problem of law enforcement of minor criminal acts on the selling liquor has caused a 

reaction to the dissatisfaction of some people, where justice that is imposed is considered 

disproportionate because law enforcement efforts Sales of liquor under criminal provisions 

regulated by local regulations are not including as a criminal acts crime but a criminal 

violation as stated in Article 5 Jo Article 9 Pati Regency Regulation Number 22 Year 2002 

regarding Liquor is "Selling alcoholic beverages without permission of the authorized official 

with a 3 (three) day imprisonment penalty or a minimum of Rp. 300 hundred or for a maximum 

of 3 months and or a maximum fine of Rp. 5 million "if law enforcement efforts over the 

distribution of alcoholic beverages use using local regulations, then it can be sure that it will 

not create a deterrent effect for the perpetrators because the punishment is only limited to 

violation and or a minor crime, this is contrary to the provisions stipulated by the Criminal 
Code. 
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ABSTRAK 

Muhammad Hendra Pranata. 201610115016. Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Acara 
Cepat Terhadap Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Berdasarkan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 
 
Ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan hukum dalam peraturan yang berlaku di daerah 
(peraturan daerah) khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 
22 tahun 2002 Tentang Minuman Keras baik secara vertikal terhadap peraturan yang bersifat 
umum, seperti Pasal 204 KUHP tentang minuman keras, sehingga ketentuan menjual minuman 
keras yang diatur dalam Hukum di Indonesia menjadi kabur atau tidak jelas tergolong dalam 
kategori tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 204 KUHP. 
skripsi ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu bagaimanakah penegakan Hukum tindak pidana 
terhadap perkara penjualan minuman keras dan apakah Proses pemeriksaan tindak pidana 
Perkara Nomor: 15/Pid C / 2019 / PN Pti sudah sesuai dengan Hukum Acara yang diatur dalam 
KUHAP. 
Permasalahan penegakan hukum tindak pidana ringan pada tindak pidana penjualan minuman 
keras telah mendatangkan reaksi atas ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat, di 
mana keadilan yang dikenakan dianggap tidak proporsional karena upaya penegakan hukum 
tindak Pidana Penjualan minuman keras pada ketentuan pidana yang diatur oleh perda 
bukanlah termasuk tindak pidana kejahatan melainkan tindak pidana pelanggaran sebagaimana 
bunyi pasal perda Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 
tentang Minuman Keras yaitu “Menjual minuman beralkohol tanpa ijin Pejabat yang 

berwenang dengan ancaman pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serandah-rendahnya Rp 
300 ratus atau selama-lamanya 3 bulan dan atau denda paling tinggi Rp 5 juta”apabila upaya 
penegakan hukum mene genai peredaran minuman beralkohol menggunakan menggunakan 
peraturan daerah, maka bisa dipastikan bahwa tidak akan membuat efek jera bagi para 
pelakunya karena hukumannya yang hanya sebatas pelanggaran dan atau pidana ringan hal ini 
bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. 
 
Kata Kunci : Pemeriksaan acara cepat, Minuman keras, KUHAP 
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